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ABSTRAK 
 
Haerul (E21109275), Implementasi Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros, xv+80 Halaman+ 3 tabel+ 5 
gambar+ 20 daftar pustaka (1987-2008)+10 lampiran. Dibimbing oleh Dr. Hj. 
Hasniati M.Si dan Dr. Hj. St Halwatia M.Si 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan yang belum berjalan secara 
efektif dan efisien dikarenakan segala syarat dan faktor penentu implementasi kebijakan 
belum seluruhnya terpenuhi dalam menunjang pengimplementasian suatu kebijakan 
publik. Penyebab tidak maksimalnya implementasi suatu kebijakan adalah penafsiran 
tentang tujuan suatu kebijakan, sumber daya  konsistensi dan profesionalisme  
implementor. Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak 
diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena implementasi 
merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan 
harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu 
kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang berbentuk program lebih diprioritaskan daripada 
kebijakan berupa Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kaulitatif dan berbentuk deskriptif. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan ini menunjukan bahwa implementasi Perda No 12 Tahun 2010 
Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros belum berjalan secara 
efektif. Hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, 
tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dan tidak tersedianya sarana dan prasarana 
yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 
Haerul ( E21109275 ) , Implementation of Regulation No. 12 of 2010 Concerning 
Animal Care Provisions Maros , xv +80 page + 3 table +6 pictures +20 bibliography 
( 1987-2008 ) +10 attachment . Supervised by Dr.  Hj. Hasniati M.Si and Dr. Hj. St 
Halwatia M.Si 
 
This study is motivated by implementing policies that have not been run 
effectively and efficiently due to all the terms and determinants of policy 
implementation has not been completely fulfilled in supporting the 
implementation of a public policy . The cause is not maximal implementation of a 
policy is the interpretation of the purpose of a policy, resource consistency and 
professionalism implementor . A policy doesn’t mean anything if can not be 
implemented so the purpose can not be reached because implementation is an 
activity or work by implementor with hope will gain a result that suitable with the 
policy purpose. A policy that has been designed and agreed upon by policy 
makers need to be implemented for the purpose of a policy is to provide benefits 
to the community , especially targets or policy objectives . Shaped policy 
program takes precedence over a policy of regional regulation that is setting. 
 
This research use qualitatif method and descriptive model. From the results of 
research conducted shows that the implementation of the Regulation No. 12 of 
2010 Concerning Provisions Maros Livestock Animal Care does not operate 
effectively . It is based on the lack of socialization , the implementor 
inconsistency , lack of firmness and local governments and the unavailability of 
adequate infrastructure in the region to implement regulations. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
 Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris yang sangat subur. 
Mayoritas penduduknya (sekitar 60% dari total populasi) hidup dari sektor 
pertanian dan bekerja sebagai petani, pekebun, peternak dan nelayan. Sebagai 
negara yang kaya akan hasil bumi maka Indonesia memliki potensi alam yang 
sangat besar, yang dapat dieksplorasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. Di Indonesia ditemukan tidak kurang dari 945 jenis tanaman asli 
Indonesia yang terbagi menjadi 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber 
lemak/minyak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis 
sayuran, 40 jenis bahan minuman, 110 jenis rempah-rempah dan bumbu-
bumbuan, serta 17% species dunia ditemukan di Indonesia. Berdasarkan fakta 
tersebut bahwa potensi alam tersebut akan sia-sia apabila tidak di manfaatkan 
dengan baik, beberapa wilayah di Indonesia sangat cocok di bidang peternakan 
terutama ternak sapi, kerbau, kambing dan unggas. 
 Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut maka secara 
otomatis merupakan potensi pasar yang luar biasa khususnya dalam hal 
pemenuhan kebutuhan pangan termasuk kebutuhan pangan hewani asal 
peternakan. 
 Dalam konteks ini peluang agribisnis peternakan terbuka luas dalam 
penyediaan kebutuhan konsumsi pangan dan ini merupakan salah satu 
tantangan nyata yang sekaligus peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan 
sektor peternakan. Karena banyaknya masyrakat Indonesia yang bekerja di 
bidang peternakan maka pemerintah sebagai eksekutif harus campur tangan 
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dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan 
kebijakan, aturan, dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah 
potensi pternakan bisa di kelola dengan baik agar kebutuhan pangan dan 
pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai kebutuhan bersama. 
Sadar bahwa peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang 
vital, sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil komoditi 
ekspor maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peternakan yang 
tertuang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan dipertegas 
lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 
Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Dalam Undang-Undang ini diatur 
beberapa aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan 
peternakan yang tertuang dalam pasal 3 : 
a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat,bertanggung 
jawab,dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 
b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasaasal hewan secara 
mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan 
kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian 
ketahanan pangan nasional; 
c. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu 
kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan 
lingkungan; 
d. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak 
dan masyarakat dan 
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e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusah adalam bidang 
peternakan dan kesehatan hewan. 
Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 
Kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan di bidang 
peternakan, Kabupaten Maros memiliki luas 1.619.12 Km. Ketinggian wilayah di 
Kabupaten Maros berkisar antara 0 – 2000 meter dari pemukiman laut. 
Ketinggian 0-25 mdpl merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 
63.083 Ha atau sebesar 39%, ketinggian 25-100 mdpl dengan luas 10.161 Ha 
atau 6%, ketinggian 100-500 mdpl dengan luas 45.011 Ha atau 28%, ketinggian 
500-1000 mdpl sekitar 36.464 Ha atau 23%,dan daerah yang memiliki luas 
daerah yang sempit berada pada ketinggian > 1000 mdpl dengan luas 
wilayah7.193 ha atau sebesar 4% dari luas total wilayah merupakan kondisi yang 
sangat cocok untuk pengembangan peternakan. Berdasarkan data dari dinas 
perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Perkembangan populasi 
ternak besar dan kecil dalam periode Tahun 2009 mengalami peningkatan dari 
tahun-tahun sebelumnya. Jumlah populasi ternak besar dan kecil sebanyak 
50.619 ekor dengan populasi terbanyak adalah jenis ternak sapi potong 30.403, 
kambing 11.569, kuda 4.485, kerbau 4.041 dan babi 121 ekor dan unggas 
sebanyak 8,863.536 ekor. 
Dengan adanya otonomi daerah yaitu  hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah Kabupaten Maros sebagai perpanjangan tangan dari 
pemerintah pusat di daerah berhak mengelola dan merumuskan arah kebijakan 
pembangunan dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya 
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termasuk perumusan kebijakan di bidang peternakan. Pemerintah Kabupaten 
Maros telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak yang bertujuan untuk mengatur dan 
mengembangkan potensi peternakan sebagai sumber pendapatan daerah yang 
nantinya akan di gunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dalam 
Peraturan Daerah ini juga diatur Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak yang 
bertujuan untuk menertibkan dan memberikan petunjuk teknis dan tata cara 
pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan 
agar tidak menimbulkan masalah sosial yang mengganggu masyarakat. Misalnya 
masalah yang sering muncul akibat pemeliharaan hewan ternak antara lain, 
adanya penyakit hewan yang bisa menular kepada manusia seperti flu burung, 
virus antraks, yang apabila tidak ditangani dengan baik akan membahayakan 
keselamatan manusia.  
 Penjualan daging hewan ternak yang terjangkit penyakit juga dapat 
membahayakan konsumen akibat mengkonsumsi daging dari hewan yang sakit, 
inilah yang membuat seringkali adanya sidak yang dilakukan oleh instansi terkait 
di beberapa pasar tradisional maupun pasar modern dan supermarket untuk 
menertibkan produk peternakan yang tidak layak konsumsi yang beredar di 
tengah masyarakat. Senada dengan hal ini yang termuat dalam surat kabar 
online Marosinfo.com tanggal 31 Agustus 2012 di desa Tellupoccoe Kecamatan 
Marusu ditemukan bangkai sapi yang terjangkit bakteri antrax, bangkai sapi 
tersebut telah dikuliti dan diambil dagingnya. Sebanyak 56 ekor sapi yang mati di 
daerah ini dan 8 antaranya positif terjangkit virus antrax. Masalah lain yang 
ditimbulkan adalah peternak membuang bangkai hewan ternaknya di sembarang 
tempat bahkan pelaku usaha peternakan ada yang memperjual belikan bangkai 
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ternak  demi untuk mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak yang 
ditimbulkan kepada masyarakat yang mengkonsumsi bangkai tersebut. 
Selain itu masalah yang sering kita jumpai adalah bebasnya hewan 
ternak yang berkeliaran di lingkungan perumahan masyarakat, jalan umum, 
taman kota dan tempat-tempat umum lainnya. Ketua komisi III DPRD Kabupaten 
Maros Lory Hendrajaya mengatakan bahwa masih banyak hewan ternak yang 
masih berkeliaran di kota padahal sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur 
masalah ini. Menurutnya hal ini di karenakan tidak tegasnya pemerintah 
Kabupaten Maros dalam memberi sanksi kepada pemilik ternak.Hal ini tentu 
mengganggu kenyamanan, terutama hewan ternak yang berkeliaran di jalan 
umum yang mengganggu pengendara yang melintas, dan dapat mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas. Hewan ternak yang berkeliaran juga dapat merusak 
tanaman orang lain sehingga menimbulkan kerugian, bahkan konflik antar warga 
juga bisa timbul akibat pembiaran hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman 
dan lahan pertanian orang lain. 
Berdasarkan masalah tersebut pemerintah Kabupaten Maros dalam hal 
ini Bupati Maros, DPRD Maros, dan Instansi terkait merasa perlu untuk 
membuatkan kebijakan berupa regulasi untuk mencegah dan mengatasi masalah 
tersebut sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak tersebut. Peraturan Daerah sebagai salah satu 
produk kebijakan publik tentunya harus di implementasikan dan diawasi 
pelaksanaannya, ada banyak produk kebijakan publik yang dihasilkan tanpa 
adanya tindak lanjut terutama Peraturan Daerah yang setelah ditetapkan tidak 
pernah di sosialisasikan kepada publik. Padahal Peraturan Daerah merupakan 
produk kebijakan yang mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu Undang-
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Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. (Pasa1136 s.d Pasa1147), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.  
Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD wajib 
mensosialisasikan dan mengimplementasiakan Peraturan Daerah yang telah di 
tetapkan. Salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan DPRD adalah 
pengawasannya terhadap Peraturan Daerah, sebagaimana dijelaskan pada 
Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 bahwa ruang lingkup 
pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, 
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.  
Mengingat bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan sekaligus 
sebagai produk hukum yang tertinggi di tingkat daerah yang dikeluarkan atas 
inisiatif DPRD maupun eksekutif merupakan cerminan arah penyelenggaraan 
pemerintahan daerah maka sudah sepantasnya setelah merumuskan dan 
mengesahkan suatu Peraturan Daerah, maka DPRD harus melaksanakan fungsi 
pengawasannya atas implementasi Peraturan Daerah tersebut, apakah sudah 
sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan apakah sesuai dengan 
aspirasi masyarakat banyak. 
Menurut Edward III bahwa suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa 
apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan 
tidak akan tercapai karena implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha 
yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh 
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suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu 
sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha menggambarkan 
bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang  
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros menggunakan teori 
implementasi yang dikemukakan oleh Edward III. 
 Fakta-fakta yang telah diuraikan di atas secara implisit menggambarkan 
bahwa ada berbagai macam masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang 
tidak di kelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Dan setelah 
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros No 12 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak, apakah sudah di implementasikan 
dengan baik? Apakah masalah yang ditimbulkan oleh pemeliharaan hewan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah di selesaikan Melihat dan 
menanggapi fenomena yang telah digambarkan sebelumnya maka penulis 
terdorong untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan ketentuan 
pemaliharaan hewan ternak dengan mengangkat judul “Implementasi 
Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010tentang Pemeliharaan Hewan Ternak Di 
KabupatenMaros.” 
 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah di kemukakan di atas 
maka penulis merumuskan masalah dalam karya ilmiah ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pemeliharaaan Hewan Ternak di Kabupaten Maros? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan 
Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan 
Ternak di Kabupaten Maros? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di yang telah dikemukakan sebelumnya 
maka tujuan dari penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:  
a. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Maros tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 
berpengaruh terhadap proses implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Maros tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak. 
I.4 Manfaat Penelitian 
  Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan tulisan ini dapat 
menjadi salah satu bahan acuan bagi pembaca untuk digunakan sebagai berikut: 
a. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai kontibusi dan 
referensi bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu kebijakan 
publik khususnya pada bidang implementasi kebijakan 
b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah 
Kabupaten Maros dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah 
tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak. 
c. Manfaat bagi penulis adalah menambah dan memperluas 
wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan 
yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran/pengalaman yang 
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berharga dalam mengapresiasikan dan mengaplikasikan ilmu yang telah 
penulis dapatkan selama proses perkuliahan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Kebijakan 
 Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup 
berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan 
sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat 
nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, 
peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, 
keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan 
Bupati/Walikota. 
Kebijakan merupakan bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan 
oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki 
sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu 
dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi 
Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan 
publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas. 
Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,dan cara 
bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 
kelompok, dan sektor swasta . 
Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat 
memaksakan atau melarang suatu perilaku(misalnya suatu hukum yang 
mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi 
pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 
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Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses 
pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi 
berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya 
berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme 
politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan 
eksplisit. 
Beberapa pengertian mengenai kebijakan publik, ialah antara lain 
:Jenkins(1978;15) menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy) adalah 
“a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the 
selection of goals and the means of achieving the within a spesified situation where these decision 
should, in principle, be within the power of these actors” (serangkaian keputusan yang saling 
berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan 
dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana 
keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan 
kekuasaan dari para aktor politik tersebut.) 
Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano (1988) 
ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada 
untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya 
dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang 
dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok 
yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 
berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.  
Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai 
kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh 
pemerintah. Selanjutnya, pengertian tersebut dikembangkan dan diperbaharui 
oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai 
penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini 
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menjadi sangat luas, di samping kajiannya yang hanya terfokus pada negara 
sebagai pokok kajian.  
Abidin (2002;193) menyatakan bahwa secara umum suatu. kebijakan 
dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa 
elemen, yaitu : 
a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk 
mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatau kebijakan dianggap 
baik apabila tujuannya : 
1) Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang 
sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang 
tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan 
faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional. 
2) Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut 
kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari 
banyak pihak. 
3) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu 
realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan 
tingkat validitas suatu kebijakan. 
4) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu 
kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi 
yang tidak benar atau sudah kadaluarsa. 
Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang 
dapat dipakai untuk membina kerjasamadan meredam serta menyelesaikan 
berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian 
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kehendak. Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai 
tujuan tertentu Heglo (2004). 
Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan 
kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan Ini 
mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi 
keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang 
wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. 
(Easton:2004). 
Tipologi kebijakan publik menurut Anderson (1979:126), dikutip dari buku 
Dasar-Dasar Kebijakan Publik menyatakan bahwa: 
a. Kebijakan subtansial atau kebijakan prosedural 
Kebijakan ini meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, 
seperti : pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah, 
atau pembayaran keuntungan bagi kesejahteaan rakyat dan lain-lain. 
b. Kebijakan liberal dan kebijakan konservatif 
Kebijakan liberal adalah kebijakan yang mendorong pemerintah 
untuk melakukan perubahan-perubahan sosial mendasar terutama 
diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan(civil liberties and civil 
right). Sedangkan kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan 
sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan, jadi upaya untuk 
melakukan perubahan sosial tidak perlu dilakukan (mempertahankan 
status quo). 
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c. Kebijakan distributive 
Kebijakan distributive terdiri dari penyebaran pelayanan atau 
keuntungan pada sektor khusus, misalnya beras raskin, kartu jaminan 
sehat dan lain-lain. 
d. Kebijakan redistributive 
Contoh kebijakan ini antara lain pengelompokan pajak 
pendapatan, pemberantasan masalah kemiskinan, kesehatan dan lain-
lain. 
e. Kebijakan regulator 
Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan 
pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau 
kelompok orang. Contohnya larangan penjualan senjata api di pasaran. 
f. Kebijakan self-regulatory 
Kebijakan jenis ini adalah peraturan kebijakan yang berupaya 
untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok. 
Contohnya pemberian izin mengemudi dan lain-lain. 
g. Kebijakan material dan simbolis 
h. Kebijakan kolektif dan kebijakan privat 
 
II.1.1 Proses kebijakan Publik 
Kebijakan publik dapat lebih mudah di pahami jika dikaji tahap demi 
tahap.Inilah yang menjadikan kebijakan publik “penuh warna” dan kajiannya amat 
dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan publik Dunn menggambarkan 
proses kebijakan sebagai berikut : 
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Gambar II.1: Proses Kebijakan Publik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Dunn, 1994: 17 
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II.2 Implementasi Kebijakan 
Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra 
dan kawan-kawan (1991;256) adalah: 
“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijksanaan yang 
telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 
diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu 
pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan  berakhirnya dan bagaimana cara yang harus 
dilaksanakan”.  
Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa implementasi 
kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) 
yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.  
Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 
Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 
65), mengatakan bahwa, yaitu : 
“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 
kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian. 
Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses 
implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 
badan-badan adminstratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu 
program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok 
sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan poltik, 
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ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 
mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang 
diharapkan ataupun yang tidak diharapakan. 
Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono 
(2006;13), bahwa: 
“implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.” 
 
Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi 
implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-
individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 
sebelumnya. 
Sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 
penerapan.Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), 
mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam 
Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah 
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai 
aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam 
Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 
2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa.” 
Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri 
dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, 
dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 
suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu 
aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil 
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan 
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suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan 
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan 
yang ingin diraih. Teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, 
yaitu: 
II.3  Model-Model Implementasi Kebijakan 
1. Teori George C. Edward III 
Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variable, yaitu : 
 Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan 
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus 
dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga 
akan mengurangi distorsi imlpementasi. 
 Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan 
secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 
sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 
finansial. 
 Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik 
seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward 
III(1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala 
menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda 
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dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi 
dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan 
pegawai (pelaksana) dan insentif. 
 Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 
adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang 
berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur 
organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah 
dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi 
yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 
kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek 
dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) 
dan fragmentasi. 
Model implementasi kebjakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai 
alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan 
waktu. Artinya, empat variable yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk 
mencitra fenomena implementasi kebijakan publik. Aplikasi model ini dalam 
kajian implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut: 
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Tabel II.1: Variabel implementasi kebijakan Edward III 
Aspek Ruang Lingkup 
Komunikasi a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari 
kebijakan 
b. Bagaimana sosialisasi kebijakan efektif dijalankan? 
 Metode yang digunakan 
 Intensitas komunikasi 
Sumber Daya a. Kemampuan implementor 
 Tingkat pendidikan 
 Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran 
kebijakan 
 Kemampuan menyampaikan proram dan mengarahkan 
b. Ketersdiaan dana 
 Berapa dana yang dialokasikan 
 Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk 
implementasi kebijakan 
Disposisi  Karakter pelaksana 
 Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur dengan 
tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan 
guidline yang ditetapkan 
 Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas 
pelaksana melakukan sharing dengan kelompok 
sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi. 
Struktur birokrasi 1. Ketersediaan SOP 
2. Struktur organisasi 
Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan 
dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, 
semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lmbat 
untuk merespon perkembngan program 
Sumber: Dwiyanto Indiahono, 2009: 34 
 
2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier 
Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu 
Karakteristik masalah (tractability of the problems) 
a).  Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana 
di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara 
teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air 
bersih bagi penduduk. 
 21 
 
b).  Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti 
bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan 
apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat 
pemahaman kelompok sasaran relative sama. 
c).  Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana 
sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila 
sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah 
program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah 
kelompok sasarannya tidak terlalu besar. 
d).  Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah 
program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat 
kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding 
program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku 
masyarakat. 
Karakteristik kebijakan (ability of statue to structure implementation),  
yaitu : 
a).  Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi 
sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, 
karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan 
dalam tindakan nyata. 
b).  Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di 
mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih 
mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan 
tertentu perlu ada modifikasi. 
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c).  Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan 
tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah factor krusial 
untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan 
dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi 
dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan 
biaya. 
d).  Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai 
institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan 
oleh kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi 
yang terlibat dalam implementasi program. 
e).  Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 
pelaksana. 
f).  Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus 
korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya 
Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat 
komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau 
program-program. 
g).  Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 
berpastisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu 
program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk 
terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program 
yang tidak melibatkan masyarakat. 
Lingkungan kebijakan (nonstatutory variable effecting implementation), 
yaitu : 
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a).  Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan 
teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik 
akan relative mudah menerima program pembaharuan dibanding 
dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. 
b).  Dukungan publik  sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang 
memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan 
public, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya 
kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan public. 
c).  Sikap dari kelompok pemilih (constituency goups), dimana 
kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat 
mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, 
yaitu kelompok dapat melakuakn intervensi terhadap keputusan 
yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar 
dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelempok 
pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-
badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang 
dipubliksikan terhadap badan-badan pelaksana. 
d).  Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor 
.pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan 
tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang 
paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki 
keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya 
marealisasikan prioritas tujuan tersebut. 
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3. Teori Merilee S. Grindle (1980) 
 Dikemukakan oleh Wibawa (1994, 22), model grindle ditentukan oleh isi 
kebijakan dan konteks implementasinya.Ide dasarnya adalah bahwa setelah 
kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. 
Keberhasilannya, ditentukan oleh implementabilty dari kebijakan tersebut. Isi 
kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 
- Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 
- Jenis manfaat yang akan dihasilkan 
- Derajat perubahan yang diinginkan 
- Kedudukan pembuat kebijakan 
- Siapa pelaksana program 
- Sumber daya yang dikerahkan 
Sementara itu kompleks implementasinya adalah: 
- Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat 
- Karakteristik lembaga dan penguasa 
- Kepatuhan dan daya tanggap 
4. Teori Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat 
lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; 
 Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran 
kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.apabila 
standar dan sasaran kebijakan kabur, 
 Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non 
manusia. 
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 Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, 
implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan 
instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar 
instansi bagi keberhasilan suatu program. 
 Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang 
semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 
 Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup 
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 
kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau 
menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta 
apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 
 Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu 
respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu 
pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, 
yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. 
5. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 
Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang 
dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi 
lingkungan hubungan antar organisasi sumberdaya organisasi untuk 
implementasi program karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. 
6. Teori David L. Wimer dan Aidan R.Vining 
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Welmer dan Vining (Subarsono, 2006;103) mengemukakan bahwa 
terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
implementasi suatu program, yaitu: 
1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang 
ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapatkan dukungan teoritis. 
2) Lingkungan tempat kebijakan dioprasikan akan mempengaruhi 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud 
lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, 
hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada 
suatau daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang 
berbeda.  
3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 
 
Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik 
a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan 
 Respeknya angota masyarakat pada otoritas dan keputusan 
pemerintah 
 Adanya kesadaran untuk untuk menerima kebijakan 
 Adanya sanksi hukum 
 Adanya kepentingan publik 
 Adanya kepentingan pribadi 
 Masalah waktu 
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b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan 
 Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang 
ada 
 Tidak adanya kepastian hukum 
 Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi 
 Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hokum 
II.4  Proses Implementasi Kebijakan Publik 
 Implementasi kebijakan pada prisipnya adalah cara sebuah kebijakan 
mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan 
kebijakan publik, ada dua langkah yang ada, yaitu langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formuasi kebijakan 
derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 
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Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 
Gambar II.2: Kebijakan Publik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekuensi implementasi kebijakan 
Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah 
adalah jenis kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai 
peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara 
lain keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas 
dan lain-lain. 
KEBIJAKAN PUBLIK 
 
PROGRAM 
PROYEK 
KEGIATAN 
PEMANFAATAN 
KEBIJAKAN 
PUBLIK PENJELAS 
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Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat 
dengan jelas, yaitu dimuai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model 
tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya 
manajemen sektor publik. 
II.5 Kebijakan Pemerintah Daerah 
Seperti penjabaran sebelumnya kebijakan adalah suatu tindakan yang 
bermaksud untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu 
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat ,yaitu pemerintah Kabupaten 
Maros untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Seperti dalam 
skirpsi ini, kebijakan pemerintah daerah yang diambil yaitu Peraturan Daerah 
Kabupaten Maros No 12 Tahun 2010 tentang ketentuan pemaliharaan hewan 
ternak, dimana Peraturan Daerah tersebut mengusung tentang kebijakan 
ketentuan hewan ternak yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan hewan 
ternak agar dapat member manfaat ekonomi dan untuk mencegah akibat yang 
muncul karena pengelolaan hewan ternak yang tidak teratur. Kebijakan sendiri 
merupakan aturan yang harus dijalankan dan wajib di laksanakan. Peraturan 
Daerah (Peraturan Daerah) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan 
kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. 
Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang 
yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 
menetapkan Peraturan Daerah. 
II.6 Peraturan Daerah 
Pengertian Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, 
yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah “peraturan 
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perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Dasar Hukum Penyusunan 
Produk Hukum Daerah. 
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
PerUndang-Undangan; 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
(Pasa1136 s.d Pasa1147); 
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah.  
 Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari Bupati. Apabila dalam satu kali masa 
sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dengan 
materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerahyang 
disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang 
disampaikan oleh Bupati dipergunakan sebagai bahan persandingan. Program 
penyusunan Peraturan Daerahdilakukan dalam satu  Program Legislasi Daerah, 
sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan  satu materi 
Peraturan Daerah. 
II.6.1  Asas Pembentukan Peraturan Daerah 
Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan perundangundangan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 
Tahun 2004 yaitu sebagai berikut: 
 31 
 
a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai. 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis 
peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 
pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan 
dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh 
lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 
perundang-undangan. 
d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan 
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, yuridis maupun sosiologis. 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan 
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa 
dan bernegara. 
f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan 
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan 
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan 
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. 
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g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan 
pembahasan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan 
perundang-undangan. Di samping itu materi muatan Peraturan Daerah harus 
mengandung asas-asas sebagai berikut : 
a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan 
ketentraman masyarakat. 
b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 
c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Peraturan Daerah harus 
mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic 
(kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan 
RepublikIndonesia. 
d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 
pengambilan keputusan. 
e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah 
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 
materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum 
nasional yang berdasarkan Pancasila. 
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f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Peraturan 
Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 
golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut 
masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 
g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara 
tanpa kecuali. 
h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi 
muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat 
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, 
golongan, gender atau status sosial. 
i.  Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan 
Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 
j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi 
muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat 
dengan kepentingan bangsa dan negara. 
k. Asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. 
Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah 
dalam menetapkan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan keunggulan 
lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat daerahnya. 
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II.6.2  Proses Penyusunan Peraturan Daerah 
 Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk 
hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses 
pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 
 Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan 
proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di 
lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskahakademik dan naskah 
rancangan Peraturan Daerah. 
 Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di 
DPRD. 
 Proses pengesahan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris 
Daerah. 
1. Inisiatif Eksekutif, 
o Usulan dari SKPD yang bersangkutan 
o Rapat persiapan; 
o Inventarisasi peraturan perundang-u ndangan yang 
dibutuhkan; 
o Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah; 
o Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim 
Penyusun Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan 
SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan; 
o Melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft 
Rancangan Peraturan Daerah yang telah  disusun, untuk 
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memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka 
penyempurnaan substansi materi; 
o Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi 
rancangan Reraturan Daerah; dan 
o Membuat surat usulan Bupati dengan dilampiri draft rancangan 
Peraturan Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada 
DPRD. 
 
2. Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 
Peraturan Daerah yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim 
Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah 
Setelah selesai akan disampaikan kembali  kepada DPRD untuk dibahas 
bersama-sama. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD guna mendapatkan 
persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama 
pihak  eksekutif terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah yang telah 
diusulkan oleh eksekutif, dengan mengacu pada  Tata Tertib DPRD, yang mana 
pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda)  atau Pansus 
DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah 
tercapai kesepakatan bersama maka akan diusulkan dalam rapat paripurna 
DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD. 
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II.6.3 Proses Pengesahan dan Pengundangan 
Apabila pembicaraan suatu rancangan Peraturan Daerah dalam rapat 
akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh  DPRD, Rancangan Peraturan 
Daerah akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat 
Daerah  dalam hal ini bagian hukum untuk mendapatkan pengesahan. 
Selanjutnya Bupati mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah 
tersebut dan untuk pengundangan dilakukan  oleh Sekretaris Daerah. 
Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran  Peraturan 
Daerah, penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah tersebut. 
Khusus untuk Peraturan Daerah yang terkait dengan APBD, pajak 
daerah, retribusi daerah dan tata  ruang sebelum ditetapkan oleh Bupati, terlebih 
dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk  dilakukan evaluasi, dan apabila sudah 
disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan  kembali ke Provinsi. 
II.7 Peraturan DaerahKabupatenMaros Tentang Ketentuan Pemeliharaan 
 Hewan Ternak. 
 Berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia No 18 Tahun 2009 tentang 
peternakan dan kesehatan hewan. Dalam Undang-Undang ini diatur beberapa 
aspek di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan peternakan 
yang tertuang dalam pasal 3 : 
f. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung 
jawab,dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 
g. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara 
mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan 
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peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan 
nasional; 
h. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjaminwilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dariancaman yang dapat mengganggu kesehatan 
atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; 
i. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan 
masyarakat dan 
j. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang 
peternakan dan kesehatan hewan. 
Tujuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Maros No 12 Tahun 2010 ini 
dibuat adalah untuk meningkatkan produktivitas ternak dan meningkatkan 
pelestarian alam atau lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Maros, maka 
dipandang perlu untuk mengatur dan menertibkan system pemeliharaan ternak. 
Berikut ini kami paparkan beberapa pasal penting dalam 
PeraturanDaerahNo 12 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan 
Ternak. Yaitu terdapat dalam BAB II yaitu PEMELIHARAAN 
PENGEMBANGBIAKAN, PENGENDALIAN DAN PENYETORAN  
Pasal 2 ; Pemeliharaan ternak harus dapat diurus dan diawasi oleh 
pemiliknya agar tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan keselamatan 
ternak.  
Pasal 3  
1. Pemilik ternak diwajibkan mengurus dan menggembalakan ternaknya 
pada tempat tertentu dan tidak boleh melepaskan secara bebas 
bekeliaran dan tidak mengganggu kepentingan ketertiban umum.  
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2. Setiap pemilik ternak wajib menyediakan kandang tertentu yang 
memenuhi persyaratan kesehatan dan ketertiban ternak.  
Pasal 4 
1. Ternak yang mati karena diduga mengidap penyakit harus dilaporkan 
pada petugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kecamatan 
setempat.  
2. Ternak mati tidak boleh dibuang disembarang tempat, disembelih dan 
diperjual belikan melainkan harus ditanam.  
Pasal 5 ; Pengembangbiakan ternak harus disesuaikan kemampuan 
pemeliharaan, pengembalaan, pengandangan dan Penyediaan 
perumputan pakan ternak.  
Pasal 6 
1. Setiap rumah tangga hanya diperkenankan memelihara sebanyak-
banyaknya 5 (lima) ekor ternak besar dan 20 (dua puluh) ekor ternak kecil 
apabila dilakukan dengan sistem pengembalaan.  
2. Apabila pemeliharaan lebih dari ketentuan ayat (1) maka harus dilakukan 
dengan system mini ranch atau ranch.  
Pasal 7 ; 
Ternak yang berkeliaran secara bebas dianggap ternak liar dan dapat 
ditangkap oleh Pemerintah Daerah.  
Pasal 8  
Ternak yang ditangkap akan ditampung dirumah tahanan ternak atau 
suatu tempat tertentu yang telah ditentukan oleh Bupati Maros.  
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Pasal 9  
1. Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan 
Daerah ini, dikenakan biaya pemeliharaan setiap ekor perhari masing-
masing:  
- Ternak kecil (kambing,domba dan babi) Rp. 50.000,- setiap ekor perhari  
- Ternak besar (kuda,kerbau,sapi) Rp.150.000,- setiap ekor perhari  
2. Ternak yang ditangkap segera diumumkan kepada masyarakat dan 
apabila selama 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemiliknya, maka pemilik 
ternak tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
3. Semua penerimaan harus disetor ke Kas Daerah, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
Pasal 10  
1. Pemilik Ternak yang mengetahui ternaknya mengidap penyakit menular 
atau menjadi penularan disekitarnya, berkewajiban segera melaporkan 
kepada petugas Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kecamatan 
setempat;  
2. Setiap terjadi mutasi pemilik ternak, seperti transaksi jual beli, 
pemotongan, penukaran, kematian dan kelahiran, para pemilik ternak 
tersebut diharuskan melaporkan kepada Pemerintah setempat (Kepala 
Desa/Lurah).  
Adapun sanksi yang diberikan kepada pengusaha peternakan atau 
peternak yang melanggar ketentuan tersebut diatas adalah berupa denda dan 
sanksi pidana. 
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II.8 Kerangka konseptual 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi dari George 
C. Edward III karena dalam teori ini digunakan empat faktor penentu dalam 
keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti mengamati implementasi 
berdasar dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam 
mengimplementasikan Peraturan Daerah Ketentuan Pemeliharaan Hewan 
Ternak. Untuk melihat apakah implementasi Peraturan Daerah Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak  sudah baik atau buruk, peneliti menggunakan 
empat faktor dari Edward III. Dengan demikian indikator yang peneliti gunakan 
untuk mengetahui proses implementasi dan faktor pendukung dan penghambat 
implementasi Peraturan Daerah Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak yaitu 
tertera pada gambar berikut : 
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Gambar III.3 : Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENEITIAN 
III.1  Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Marosprovinsi sulawesi selatan. 
Hal ini di di dasarkan karena Peraturan Daerah KabupatenMaros no 12 Tahun 
2010 tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak ini mencakup seluruh 
wilayah administrasi Kabuaten Maros. 
 
III.2. Tipe Dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian “deskriptif” dengan 
maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang sejauh mana 
proses Implementasi Peraturan Daerah  di Lokasi penelitian ini berjalan. 
Sedangkan dasar penelitian ini adalah “fenomenologis” yaitu untuk 
menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena empirik (faktual) tentang 
proses Implementasi Peraturan Daerah Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak. 
 
III.3. Unit analisis 
Unit analisis penelitian ini adalah “Kebijakan”. Kebijakan yang dimaksud 
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Ketentuan Pemeliharaan 
Hewan Ternak. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
keberhasilan suatu kebijakan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh aparat 
pelaksana. 
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III.4 Informan 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek 
yang didasarkan pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan karena subjek dianggap 
memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait dengan masalah 
yang diteliti. Dikarenakan ini merupakan penelitian kualitatif, maka sampel 
diambil tidak berdasarkan keterwakilan.  
Adapun informan yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah 
antara lain : 
 Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros 
 Satpol-PP dan Linmas Kabupaten Maros 
 Pengusaha peternak Maros 
 Tokoh masyarakat di Kabupaten Maros 
 
III.5 Defenisi operasional 
Defenisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang 
khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi 
operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui 
logika empiris. Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menggunakan teori 
Edwar III jadi, defenisi operasional adalh sebagai berikut. 
Impementasi kebijakan 
implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yangdijalankan oleh 
pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang 
diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh 
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berbagai aktor, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi 
tercapainya suatu tujuan. 
 Terdapat variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengimplementasian 
program karena tanpa variabel itu suatu program tidak akan bisa berjalan, 
dengan kata lain kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi sebuah 
dokumen saja. Variabel-variabel tersebut antara lain : 
a. Komunikasi 
Cara, bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi 
yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implemenntasi program. 
Indikatornya : 
1) Transmisi 
 Proses penyampaian tujuan yang jelas 
 Penyampaian petunjuk pelaksanaan yang jelas 
2) Kejelasan 
 Kejelasan mengenai tujuan pelaksanaan program 
 Kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan program 
3) Konsistensi 
 Konsistensi perintah mengenai tujuan pelaksanaan 
 Konsistensi perintah mengenai petunjuk pelaksanaan 
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b. Sumberdaya 
Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses 
pelaksanaanprogram, yakni sumberdaya manusia yang ada serta sarana 
atau fasilitas. Indikatornya : 
1) Staf 
 Ketersediaan staf bagi implementor 
 Kecukupan staf bagi implementor 
2) Skill 
 Ketersediaan staf yang ahli untuk pelaksanaan program 
  Kecukupan staf yang ahli untuk pelaksanaan program 
3) Informasi 
 Ketersediaan informasi yang diperlukan 
 Kecukupan informasi yang diperoleh 
4) Wewenang 
 Ketersediaan wewenang pada aparatur birokrasi 
 Kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi 
5) Fasilitas-fasilitas 
 Ketersediaan fasilitas yang diperlukan 
 Kecukupan fasilitas yang diperoleh 
c. Disposisi 
Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk 
melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi program. 
Indikatornya : 
1) Komitmen aparatur birokrasi 
 Kesamaan persepsi implementor dalam pelaksanaan program 
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 Kesungguhan dalam pelaksanaan program 
2) Insentif 
 Ketersediaan insentif bagi implementor 
 Kecukupan insentif bagi implementor 
d. Struktur birokrasi 
Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan 
dalam proses implementasi program. 
Indikatornya : 
1) SOP 
 Ketersediaan prosedur pelaksanaan bagi implementor 
 Kecukupan prosedur pelaksanaan bagi implementor 
2) Fragmentasi 
 Kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program 
 Hubungan koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat 
III.6 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam 
setting sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi dilakukan untuk 
mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik 
wawancara .Wawancara mendalam (in-depth interviews), yaitu 
teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan 
secara intensif dengan suatu tujuan tertentu.  
2. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 
secara langsung kepada informan yang biasanya menggunakan 
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pedoman wawancara dengan maksud untuk mendapatkan 
berbagai informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif 
menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. 
3. Document Research, dokumen merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 
karya monumental  dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 
tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 
ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 
gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 
 
III.7 Jenis dan sumber data 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
wawancara dengan informan yang terkait langsung dengan 
implementasi Peraturan Daerah Ketentuan Pemeliharaan Hewan 
Ternak Kabupaten Maros. 
2. Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut 
dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain 
misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini 
digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik 
dari berbagai literatur atau dokumen, maupun dari observasi 
langsung ke lapangan. Selain itu, dengan membaca referensi 
buku dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan persoalan 
implementasi Peraturan DaerahKetentuan Pemeliharaan Hewan 
TernakKabupatenMaros. 
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III.8  Teknik Anallisis data 
Pada penelitian ini untuk menganalisis datanya digunakan model analisis 
interaktif menurut Miles dan Huberman. Menurut model ini tiga komponen analisa 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang 
aktivitasnya dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data 
sebagai proses siklus. Selanjutnya data yang diperoleh melalui sumber data 
primer dan sekunder tersebut dilakukan secara terus menerus yaitu sejak awal 
pengumpulan data hingga pengumpulan data berakhir. Proses analisis data 
tersebut dilakukan melalui tiga tahapan:  
1. Analisis pada tahap pertama dilakukan sejak awal pengumpulan 
data dengan maksud untuk mencari dan menentukan fokus serta 
untuk mempertajam pertanyaan-pertayaan dalam wawancara 
selanjutnya. 
2. Analisis pada tahap kedua dilakukan setelah data yang telah 
banyak terkumpul. Peneliti kemudian memilah milah dan 
mengelompokkan data yang telah ada berdasarkan tema atau 
kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. 
3.  Analisis pada tahap ketiga dilakukan setelah semua data di 
anggap cukup. Peneliti mulai melihat hubungan hubungan antara 
tema atau fenomena secara menyeluruh dan sistematis, kemudian 
peneliti melakukkan suatu kontekstualisasi antara tujuan dan 
target penelitian dengan berbagai macam temuan nyata atau riil 
yang ada di lapangan.  
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Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang ada 
untuk mendalami tentang Implementasi Peraturan Daerah Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Letak Geografi Kabupaten Maros 
 Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan 
ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan 
jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam 
pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, 
Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota 
Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu 
gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya 
memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten 
Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah 
kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota 
Makassar 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
 Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur 
Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat 
masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat 
menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan. 
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Pembagian Administratif 
 Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-
kelurahan .Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan , yang dibagi lagi atas 
sejumlah 80 desa dan 23 Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan 
Turikale. 
Kecamatan tersebut : 
1. Turikale 
2. Maros Baros 
3. Lau 
4. Bontoa 
5. Mandai 
6. Marusu 
7. Tanralili 
8. Moncongloe 
9. Tompobulu 
10. Bantimurung 
11. Simbang 
12. Cenrana 
13. Camba 
14. Mallawa 
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Kemiringan Lereng 
 Lereng  adalah derajat kemiringan permukaan tanah yang dihitung 
dengan melihat perbandingan antara jarak vertikal dengan jarak horizontal dari 
dua buah titik dipermukaan tanah di kali seratus persen. Lereng tanah 
merupakan pembatas bagi sebagian besar usaha menempatkan suatu kegiatan 
dan keterbatasan dalam pemilihan teknologi pengilahan, selain itu lereng 
mempengaruhi besarnya  erosi tanah sehingga secara tidak langsung 
mempengaruhi kualitas tanah. 
 Di daerah Kabupaten Maros memiliki keadaan lereng permukaan tanah 
diklasifikasikan sebagai berikut : (I) 0 – 2 %, (II) 2 – 15 %, (III) 15 – 40 %, (IV) > 
40 %. 
Pada Kabupaten Maros dengan kemiringan lereng 0 – 2 % merupakan daerah 
yang dominan dengan luas wilayah 70.882 Km2 atau sebesar 44 %  sedangkan 
daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada kemiringan 2 – 5 % 
dengan luas wilayah 9.165 Km2 atau sebesar 6 % dari luas total wilayah 
perencanaan . Untuk pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan 0 – 2 % 
dominan berada pada sebelah barat, dan pengembangan wilayah dengan tingkat 
kelerengan > 40 % berada pada sebelah Timur wilayah perencanaan. Untuk 
lebih jelasnya sebagaimana pada tabel : 
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Tabel IV.1 Klasifikasi Kemiringan Lereng di Kabupaten Maros (dalam Ha) 
No Klasifikasi 
Lereng 
Luas 
(Ha) 
Persentase 
(%) 
1 0 – 2 % 70.882 44 
2 2 – 15 % 9.165 6 
3 15 – 40 % 31.996 20 
4 40 % 49.869 30 
Jumlah 161.912 100 
Sumber :www.maroskab.go.id 
 
Ketinggian Muka Laut 
 Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut terutama di daerah tropis 
dapat menentukan banyaknya curah hujan dan suhu.Ketinggian juga 
berhubungan erat dengan konfigurasi lapangan, unsur-unsur curah hujan, suhu 
dan konfigurasi lapangan mempengaruhi peluang pembudidayaan komoditas. 
 Ketinggian wilayah di Kabupaten Maros berkisar antara 0 – 2000 meter 
dari permukaan laut.Di bagian Barat wilayah Kabupaten Maros dengan 
ketinggian 0 – 25 meter dan di bagian Timur dengan ketinggian 100 – 1000 
meter lebih. 
 Pada Kabupaten Maros dengan  ketinggian 0 – 25 m merupakan daerah 
yang dominan dengan luas wilayah 63.083 ha atau sebesar 39 %  sedangkan 
daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada ketinggian > 1000 m 
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dengan luas wilayah 7.193 ha atau sebesar 4 % dari luas total wilayah 
perencanaan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel: 
Tabel IV.2: Klasifikasi Ketinggian Muka Laut di Kabupaten Maros(dalam Ha) 
No Interval 
Ketinggian 
Luas 
(Ha) 
Persentase 
(%) 
1 0 – 25 m 63.083 39 
2 25 – 100 m 10.161 6 
3 100 – 500 m 45.011 28 
4 500 – 1000 m 36.464 23 
5 > 1000 m 7.193 4 
Jumlah 161.912 100 
Sumber: www.maroskab.go.id 
 
 Kabupaten Maros terletak dibagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45 
’- 50°07’ Lintang Selatan dan 109°205’ – 129°12’ Bujur Timur yang berbatasan 
dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten 
Gowa sebelah selatan, Kabupaten bone disebelah Barat. Luas Wlayah 
Kabupaten Maros 1.619,12 km2 yang secara administrasi pemerintahannya 
menjadi 14 kecamatan dan 102 Desa / Kelurahan. 
 Berdasarkan pencatatan kelurahan Badan stasiun Meteorologi suhu 
udara di Kabupaten Maros minimum berkisar pada suhu 22,80°C (terjadi pada 
bulan Juli dan Agustus) dan suhu maksimum berkisar 33,70°C (terjadi pada 
bulan oktober). 
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IV.2 Visi dan Misi Kabupaten Maros 
Adapun visi dan misi Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : 
Visi:  
Mewujudkan masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman melalui 
pemerintahan yang bersih dan profesional. 
Misi: 
1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong 
secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian; 
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui 
penciptaan iklim usaha yang kondusif; 
3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan  publik; 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan; 
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi 
masyarakat; 
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; 
7. Meningkatkan pembinaan keagamaan; 
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan; 
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya; 
10. Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup. 
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IV.3 Struktur Organisasi Kabupaten Maros 
 Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 
bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapakan dan 
diinginkan.Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 
pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas 
dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 
hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada suatu pertanggung 
jawaban apa yang akan dikerjakan. 
 Berikut ini penulis deskripsikan struktur organisasi pemerintahan 
Kabupaten Maros, adalah bahwa Bupati berada pada puncak hirarki tertinggi 
sebagai pengambil kebijakan, dan sekertariat daerah, kemudian satuan 
kelompok jabatan fungsional yaitu dinas, badan dan kantor. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada lampiran. 
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IV.4 Jumlah Penduduk 
 Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang tingkat pertumbuhan 
penduduknya tinggi disetiap tahunnya. Berikut adalah tabel jumlah penduduk 
Kabupaten Maros yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut : 
Tahun  2011  2010  2009  2008  
     Jumlah Pria (jiwa)  157.5
34  
155.96
5  
147.21
0  
145.83
2  
Jumlah Wanita (jiwa)  164.6
78  
163.03
7  
159.47
7  
157.37
9  
Total (jiwa) 322.2
12  
319.00
2  
306.68
7  
303.21
1  
Pertumbuhan Penduduk (%) -  -  1  -  
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)  -  -  189  -  
Sumber Badan Pusat Satistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHSAN 
 
V.1 Penjelasan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros 
 Landasan yang digunakan pemerintah daerah dalam membuat produk 
hukum daerah adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Produk 
Hukum Daerah.Dimana pada pasal 2 dikatakan bahwa Peraturan Daerah bersifat 
pengaturan dan ketetapan. 
 Untuk mewujudkan Kabupaten Maros  yang bersih, indah dan tertib serta 
menjaga keselarasan ekosistim lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu 
penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat 
termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau 
mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri, Dalam rangka 
pemulihan ekosistim alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, 
reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat 
besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan 
yang banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai 
jalan. 
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk 
menerbitkan dan melarang bagi pemilik hewan ternak melepas dan 
mengembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah 
maupun masyarakat. 
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Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap 
pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, 
yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 
dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 
Salah satu variabel penting dalam dalam keberhasilan suatu kebijakan 
adalah implementasi. Ini merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan 
suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber 
daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu 
kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan 
atau kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk 
juga Peraturan Daerah. Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang 
otonomi daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan 
Daerah merupakan aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang 
yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan 
berlaku setelah diundangkan dalam lebaran daerah. 
 Kabupaten maros sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan 
mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah 
sebagai salah satu kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembantuan. 
Pemerintah Kabupaten Maros dengan persetujuan bersama dengan DPRD 
Maros serta SKPD terkait membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan 
ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang penulis akan deskripsikan sebagai 
berikut : 
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 Dalam mengelola dan mengatur daerahnya  dalam hal ini yang berkaitan 
dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya di bidang peternakan , 
pemerintah Kabupaten Maros membuat Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010  
yang isinya kurang lebih sebagai berikut : (Lampiran) 
 Dalam Peraturan Daerah hewan tentang ketentuan pemeliharaan hewan 
ternak kabupaten maros poin penting dari Peraturan Daerah tersebut adalah 
sebagai berikut : 
a. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Maros atas 
Persetujuan bersama dengan Bupati Maros. 
b. Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan adalah pelaksana Peraturan 
Daerah tersebut. 
c. Ternak adalah sumber daya yang produknya diperuntukan sebagai 
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang 
terkait dengan pertanian. 
d. Pengelompokan jenis-jenis hewan ternak seperti, hewan ternak kecil 
(kambing, domba dan babi), hewan ternak besar (kuda, kerbau, dan sapi) 
e. Berisi tentang tata cara pengembangbiakan, pengendalian dan 
penyetoran. 
f. Berisi tentang pengelolaan hewan ternak yang berkaitan dengan 
kesehatan hewan, gangguan ketertiban umum yang disebabkan 
pengelolaan dan pemeliharaan hewan ternak. 
g. Jenis-jenis pelanggaran yang mengakibatlkan pemberian sanksi. 
h. Sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah. 
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 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 maka 
Peraturan Daerah No 09 Tahun 1990 tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan 
Ternak dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
V.2  ImplementasiPeraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan  
 Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros 
 Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam siklus 
kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap 
hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif 
atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. 
Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting 
karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan 
dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana 
suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan 
kebijakan itu sendiri. 
Dalam lingkup wilayah kabupaten Maros pemerintah daerah telah 
mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
peraturan ketentuan pemeliharaan hewan ternak dalam lingkup wilayah 
administratif kabupaten Maros.Karena Peraturan Daerah tersebut telah di 
tetapkan dan disahkan dan diberlakukan pada tanggal 22 November 2010 maka 
kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama Peraturan 
Daerah tersebut dibuat.Penulis menggunakan teori Edward III dalam melihat 
Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros. Edward III menjelaskan bahwa 
ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian 
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suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan 
disposisi. 
Berikut ini penulis akan memberikan uraian mengenai 
pengimplementasian Peraturan Daerah hewan ternak di kabupaten Maros. 
V.2.1 Komunikasi 
 Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 
kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan 
proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) 
kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). 
 Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka 
akses informasi. Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan  rancangan atau 
peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi  Peraturan 
Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai 
dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa:  
Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan  
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.   
Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan 
Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi 
serta maksud yang terkandung di dalamnya.Penyebarluasan dapat dilakukan 
melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang 
bersangkutan serta media komunikasi langsung.Jadi suatu produk hukum daerah 
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berupa Peraturan Daerah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh 
komponen yang terkait didalamnya. 
Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi Peraturan Daerah hewan 
ternak di Kabupaten Maros dapat kita lihat pada dimensi berikut : 
a. Transmisi 
Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya 
disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran 
dan pihak yang terkait. Peraturan Daerah tentang ketentuan hewan ternak telah 
disosialisasikan dan kepada pihak terkait, karena dalam pembuatan Peraturan 
Daerah tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak ini melalui proses yang 
panjang dimulai dari perumusan atau penyusunan rancangan Peraturan Daerah 
dimana pemerintah kabupaten maros memberikan tanggung jawab kepada dinas 
perikanan, kelautan dan peternakan kabupaten maros, kemudian naskah 
akademik yang telah selesai dibuat diserahkan kepada bagian hukum pemda 
Maros yang selanjutnya akan diserahkan dan diajukan ke DPRD Maros untuk 
dibahas dan ditetapkan, kemudian dicatatat dalam lembaran daerah sebagai 
produk hukum daerah Kabupaten Maros. Melalui penjelasan ini kita dapat 
mennyimpulkan bahwa suatu Peraturan Daerah dari proses penyusuanan 
sampai pada tahap pengesahan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga 
tidak ada alasan lagi bagi instansi terkait untuk tidak mengetahui dan memahami 
maksud dan tujuan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 ini dibuat. 
Sosialisasi Peraturan Daerah ditingkat pelaksana atau implementor ini 
telah dilakukan oleh Pemda Maros pada tanggal 13 Mei 2013. Satuan Polisi 
Pamong Praja yang ditunjuk oleh Bupati Maros sebagai panitia atau tuan rumah 
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pelaksana sosialisasi tersebut berdasarkan surat undangan pertemuan Satuan 
Polisi Pamong Praja dengan nomor 005/16/V/2013/Sat.Pol-PP & Linmas. 
Peretemuan tersebut dilaksanakan di aula kantor Sat. Pol-PP Kabupaten Maros 
yang dihadiri oleh Bupati Maros, Kepala Bagian Hukum Maros,DPRD Maros, 
Dinas Perikanan, Kelautan Dan Peternakan Maros, Kodim 1422 Maros, Polres 
Maros, Kejaksaan Maros dan Peternak disekitar wilayah Kecamatan Turikale. 
Dalam pertemuan ini membahas tentang sosialisasi dan usaha pengakan 
Peraturan Daerah no 12 tahun 2010 tentang ketentuan pemeliharaan hewan 
ternak tersebut. 
Sedangkan sosialisasi  Peraturan Daerah hewan ternak kepada kelompok 
sasaran atau masyarakat kabupaten Maros khususnya warga yang memiliki 
hewan ternak, selain dihadirkan pada pertemuan dikantor Sat. Pol-PP Maros 
(pemilik hewan ternak disekitar kecamatan Turikale, ibukota Kabupaten Maros), 
juga disosialisasikan langsung oleh aparat Dinas Perikanan Kelautan dan 
Peternakan Kabupaten Maros. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Muh. 
Yusuf, S.pt. M.si sebagai kepala seksi penyebaran dan pengembangan 
Peternakan di Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan Maros, beliau 
mengatakan : 
 “kami di dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada acara 
musrenbang, tudang sipulung, dan dihadiri oleh seluruh Camat di Kabupaten 
Maros. Untuk Peraturan Daerah ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus, 
cuma diikutkan saja kalau kami turun lapangan untuk melakukan vaksin disitumi 
juga disampaikan sama masyarakat bilang ada Peraturan Daerah begini” 
(Wawancara, 21 Desember 2013) 
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b. Dimensi Kejelasan Informasi 
 Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah 
dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana 
kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi 
kebijakan.Penekanan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak yaitu pada penertiban hewan ternak yang 
berkeliaran dan mengganggu ketentraman sosial. Setelah Peraturan Daerah ini 
disahkan pada tahun 2010 sampai sekarang tahun 2013 aparat pelaksana dan 
masyrakat memahami bahwa fokus Peraturan Daerah ini adalah masalah hewan 
ternak yang berkeliaran yang menggangu ketertiban umum jadi seluruh upaya 
yang dilakukan oleh implementor adalah agar bagaimana meminimalisir ternak 
yang berkeliaran agar tidak menggangu ketertiban umum. 
 
c. Konsistensi Informasi 
 Dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan 
harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, 
kelompok sasaran maupun pihak terkait. 
 Informasi yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang ketentuan 
pemeliharaan hewan ternak sudah jelas bahwa tujuan Peraturan Daerah ini 
adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan hewan ternak. Pelaksana 
kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak terkait sudah mengetahui maksud tujuan 
Peraturan Daerah tersebut. 
 Setiap orang yang penulis temui dilapangan akan segera tau tentang 
Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini walaupun penulis belum menjelaskan 
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secara terperinci sebagaimana dalam kutipan berikut ini yang disampaikan oleh 
seorang pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Maros : 
 “O tentang Peraturan Daerah hewan ternak di’, ada memang Peraturan 
Daerahnya itu yang biasa Satpol PP pergi kejar-kejar sapi di dekat kantor bupati” 
(Petikan Obrolan , 10 Desember 2013) 
Berdasarkan petikan diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat telah 
mengetahui dan mengerti maksud tujuan Peraturan Daerah tentang hewan 
ternak ini dibuat. 
V.2.2 Sumber Daya 
 Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan 
bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan 
serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan 
aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk 
melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut 
tidak akan efektif. 
Sebagai daerah otonom Kabupaten Maros tentunya mempunyai sumber 
daya.untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat termasuk dalam 
mengimplementasikan Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah 
Sumberdaya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan 
untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini 
mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan 
yang dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Sumber Daya Manusia 
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari 
sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber 
daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan 
kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber 
daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. 
Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, 
sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, 
implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 
 Staf dan Skill 
Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana 
apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor 
kebijakan. Ketersedian jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu 
kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 
satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun 
tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadai belum menjamin 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai ketrampilan 
dan kompetensi dibidangnya masing-masing. 
 Peraturan Daerah No 12 tahun 2010 kabupaten maros dirancang dan 
diajukan oleh Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan kabupaten Maros.Yang 
otomatis mempunyai andil besar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah 
tersebut. Jumlah Pegawai Pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan 
Kabupaten maros dapat kita lihat pada uraian berikut  ini : 
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Tabel V.2.1 : Jumlah Pegawai Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 
Kabupaten Maros: 
No Keterangan Jumlah 
1 Pejabat Eselon II B 1 Orang 
2 Pejabat Eselon III B 4 Orang 
3 Pejabat Eselon III A 1 Orang 
4 Pejabat Eselon IV A 15 Orang 
5 Pejabat Eselon IV B 2 Orang 
6 Staf Dinas 57 Orang 
 Jumlah 80 Orang 
Sumber : Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan 
Kabupaten Maros Tahun 2013 
 
Daftar jumlah pegawai diatas tidak seluruhnya terlibat dalam 
mengimplementasikan Peraturan Daerah hewan ternak tersebut karena dibagi 
atas tiga bagian yaitu bidang perikanan, kelautan dan peternakan.Jadi hanya 
bagian peternakan saja yang terlibat dalam mengimplementasikan Peraturan 
Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemeliharaan hewan Ternak 
tersebut. 
Selain dinas peternakan kabuapaten Maros dalam menegakan Peraturan 
Daerah Hewan ternak aparat satpol PP juga ikut terlibat sebagai pelaksana 
lapangan (razia hewan ternak). Adapun jumlah personel Satpol-PP berdasarkan 
hasil wawancara dengan bapak Drs. Eldrin Saleh, M.si selaku Sekertaris Satpol-
PP dan Linmas Kabupaten Maros sebagi berikut: 
 “jumlah personil satpol dimaros itu sekitar kurang lebih 200 personil dan 
tersebar dibeberapa instansi dan kantor kecamatan, tapi kalau pas turun razia 
hanya sekitar 15-30 orang saja” 
(Wawancara, 23 Desember 2013) 
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Selain itu koordinasi juga bisa dilakukan dengan Camat, para Lurah dan 
Kepala Desa, Polsek dan Koramil diseluruh wilayah adminstratif Kabupaten 
Maros sebagai kepala wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam hal 
penegakan Peraturan Daerah hewan ternak di Kabupaten Maros., terutama 
dalam hal himbauan kepada masyarakat agar mengurus dan menjaga hewan 
ternaknya agar tidak mengganggu ketertiban umum. 
b. Anggaran 
Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan 
modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin 
terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, 
kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan 
sasaran. 
Sementara itu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 12 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros 
tidak ada anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBD Kab Maros.Seluruh 
biaya yang digunakan dalam penegakan Peraturan Daerah ini hanya 
dialokasikan melalui anggaran operasional badan atau instansi terkait 
sehubungan dengan itu berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Muh. 
Yusuf S.Pt. M.si: 
 “tidak ada angggaran untuk sosialisasinya dek, jadi nda ada sosialisasi 
khusus untuk Peraturan Daerah itu, adapun kalau turun vaksin sekali setahun 
kami ikutkan saja sosialisasi disitu” 
(Wawancara, 21 Desember 2013) 
Senada dengan hal itu pihak Satpol-PP membenarkan bahwa tidak ada 
anggran khusus untuk pengakan Peraturan Daerah hewan ternak ini.Dalam 
Peraturan Daerah ini salah satu pasal menjelaskan bahwa hewan ternak yang 
terjaring razia ditampung dikandang yang lokasinya ditentukan oleh 
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bupati.Namun karena tidak adanya anggaran maka hewan ternak yang terjaring 
razia tidak pernah diamankan lebih dari 24 jam dengan alasan tidak adanya 
biaya perawatan (makanan, obat, dan lain sebagainya). 
 
V.2.3 Disposisi 
 Disposisi atau sikap adalah suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-
elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan 
adanya 
penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang 
kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk di dalamnya 
berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan 
pembangunan. 
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan 
berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan 
tujuan atau sasaran.Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana 
kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan 
implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, 
sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat 
mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan 
tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
Dalam hal implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang 
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Maros disposisi atau sikap 
implementor belum seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan 
baik.Sangat jelas bahwa Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten 
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Maros sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah tersebut dibantu oleh 
Satpol-PP dan Linmas sebagai aparat penegak suatu Peraturan Daerah. 
Sejauh ini selama Peraturan Daerah Hewan ternak ini dibuat dan 
disahkan pada tahun 2010 sampai sekarang (tahun 2014) penegakan Peraturan 
Daerah ini belum maksimal dikarenakan aparat pelaksana hanya turun langsung 
kepalangan secara insidentil. Tidak adanya waktu tertentu yang ditetapkan untuk 
melakukan razia, sosialisasi, dan pengaharahan kepada masyarakat 
memunculkan indikasi bahwa aparat pelaksana masih pragmatis dalam 
menegakkan Peraturan Daerah tersebut. 
Adapun diwilayah Maros selain kecamatan Turikale menurut Bapak Muh 
Yusuf S.Pt. M.Si  berkaitan dengan sikap disposisi pelaksana implementor 
diwilayah kecamatan belum efektif sesuai petikan wawancara berikut ini : 
 “untuk penegakan Peraturan Daerah di wilayah kecamatan belum efektif 
walaupun sudah sosialisasi, karena dipedesaan dan derah terpencil masih 
berbentuk daerah adat sehingga hewan ternak yang berkeliran masih dianggap 
biasa dan tdk menggangguji” 
Wawancara, 21 Desember 2013) 
Hal ini ditegaskan oleh pernyataan salah satu peternak bapak Syahruddin 
di Kecamatan Mandai sebagaimana petikan wawancara berikut : 
 “iya tauji bilang ada Peraturan Daerahnya tapi kalau diikatji sapi 
dibelakang rumah siapa mau kasi makan? Jadi kami lepaskan supaya cari 
makan sendiri” 
Wawancara, 25 Desember 2013) 
Namun disisi lain apabila pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 
ditemukan dilapangan maka akan timbul sikap dan disposisi positif oleh aparat 
pelaksana atau implementor kebijakan ini. Misalnya pada bulan Mei 2013 razia 
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gabungan dilakukan oleh aparat gabungan yang diinstruksikan langsung oleh 
Bupati Maros yang diikuti oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Maros, 
Satpol-PP dan Linmas, turun langsung merazia (pada tanggal 13 Mei 
2013)hewan ternak yang berkeliaran di sekitar taman kota dan kantor Bupati 
Maros.  
Dalam razia tersebut berhasil menjaring 13 ekor hewan ternak yang 
dimiliki oleh 9 orang peternak. Melaluirazia ini sikap tegas ditunjukan oleh 
pemerintah maros dengan dibuatanya surat pernyataan (terlampir) bagi pemilik 
ternak yang berisi sanksi penembakan langsung apabila  ditemukan hewan 
ternak yang berkeliaran diwilayah kota Maros. Ini merupakan salah satu bentuk 
disposisi positif oleh implementor yang bertujuan menegakkan Peraturan Daerah 
dan memberikan efek jera kepada pemilik ternak yang membiarkan ternaknya 
berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum. 
V.2.4 Struktur Birokrasi 
 Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
implementasi kebijakan.Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu 
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, 
dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation 
procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam 
bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan 
sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang 
terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan 
dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya 
akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 
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Peraturan Daerah merupakan suatu produk hukum daerah yang 
bentuknya bersifat pengaturan yang sudah masuk dalam wilayah teknis 
pelaksanaan dan tidak memerlukan SOP, berbeda dengan kebijakan yang 
berbentuk program yang harus mempunyai prosedur dan standar operasional 
agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan isi penjelasan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang 
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros, maka struktur 
birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut maka dapat 
dilihat dalam uraian sebagai berikut : 
1. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam 
setiap kebijakan dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait. 
2. Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah 
Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros yang 
fungsinya adalah : 
o Melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran kebijakan dalam 
hal ini seluruh peternak dan rumah tangga peternak di Kab Maros. 
o Sebagai tempat pengaduan masyarakat yang berkaitan tentang 
masalah hewan ternak, misalnya hewan ternak yang berekeliaran 
dan hewan ternak yang terjangkit penyakit atau virus. 
o Menindaklanjuti  laporan dan pengaduan masyarakat dan 
mengkordinasikan dengan pihak terkait. 
3. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004 
Tentang Otonomi Daerah pada pasal 148 ayat 1 bahwa Untuk membantu 
kepala daerah dalarn menegakkan Peraturan Daerah dan 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk 
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Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi Satpol-PP Maros berkewajiban 
melakukan upaya untuk menegakan dan memberikan tindak tegas 
terhadap pelaku pelanggar aturan yang terkandung dalam Peraturan 
Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan 
ternak. 
4. Sementara untuk pemberian sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam 
Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan 
Hewan Ternak dilakukan oleh penyidik dimana penyidik adalah penyidik 
yang ditunjuk langsung oleh Bupati Maros sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Namun menurut sekertaris Satpol-PP dan Linmas 
Kabupaten Maros, sanksi bagi pemilik ternak yang melanggar Peraturan 
Daerah belum pernah dilaksanakan hanya sebatas membuat surat 
pernyataan (terlampir), adapun sanksi berupa denda dan kurungan belum 
pernah dilaksanakan. Berikut petikan wawancara penulis dengan bapak 
sekertaris Satpol-PP dan Linmas Kabupaten Maros : 
“tidak pernah diberikan sanksi hanya sebatas membuat surat 
pernyataan karena lama prosesnya klu dilakukan penyidikan, dan ternak 
yang terjaring razia tidak ada yang urus dikandang penampungan jadi 
langsung diserahkan sama pemiliknya” 
Wawancara, 23 Desember 2013) 
Walupun dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan 
Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros menggambarkan struktur 
birokrasi yang jelas akan tetapi menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa 
seluruh instansti yang terkait belum menjalankan tugas dan funsinya 
sebagaimana mestinya. 
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V.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No 
12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak 
Kabupaten Maros 
 Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah 
No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak menurut 
pengamatan penulis dilapangan adalah sebagai berikut : 
V.3.1 Faktor Pendukung 
 Banyaknya aparat pelaksana dan seluruh instansi terkait 
seharusnya menjadi faktor pendukung implementasi Peraturan 
Daerah tentang hewan ternak ini. Di dalam Peraturan Daerah No 
12 Tahun 2010 ini sangat jelas bahwa instansi yang terlibat dan 
bertanggung jawab atas implementasi Peraturan Daerah ini 
adalah Dinas Perikanan Kelautan Dan Peternakan Kabupaten 
Maros, Satpol-PP dan Linmas Kabupaten Maros serta pejabat 
penyidik yang ditunjuk oleh Bupati untuk menegakan aturan dalam 
Peraturan Daerah tersebut. 
V.3.2 Faktor Penghambat 
 Ketidak tegasan pemerintah kabupaten Maros dalam menegakan 
aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang hewan 
ternak tersebut. Hal ini dibuktikan oleh pendapat dari ketua komisi 
III DPRD yang dilansir dalam surat kabar online 
http://makassar.tribunnews.com pada tanggal 17 Maret 2013. 
Menurut Lory Hendarajaya sebagai ketua komisi III DPRD 
Kabupaten Maros bahwa pemerintah harus tegas dalam 
memberikan sanksi kepada pemilik ternak agar memberikan efek 
jera terhadap pemilik ternak yang melanggar. 
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 Sosialisasi yang tidak efektif oleh Dinas Perikanan Kelautan dan 
Peternakan Kabupaten Maros. Kuranganya waktu sosialisasi, 
tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi, serta 
kurangnya perhatian aparat pelaksana terhadap Peraturan Daerah 
ini menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat 
sangat minim. 
 Kuranganya sarana dan prasarana dalam menunjang 
implementasi Peraturan Daerah tersebut, antara lain tidak adanya 
kandang yang disediakan untuk menampung hewan ternak yang 
terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol-PP dan Linmas 
Kabupaten Maros. Berikut petikan wawancara penulis dengan 
sekretaris Satpol-PP dan Linmas Maros bapak Drs. Eldrin Saleh, 
M.Si : 
“dulu ada kandang di depan kantor tapi dibongkar karena mau 
direnovasi ini kantor” 
(Wawancara, 23 Desember 2013) 
 Selain itu sarana dan prasaran sosialisasi Peraturan Daerah 
seperti spanduk, pamflet, dan papan pengumuman tidak ada. 
 Kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang belum 
menganggap hal seperti itu merupakan sesuatu yang urgent, 
sehingga kesadaran masyarakat masih kurang terutama di 
pedesaan. Walaupun sebenarnya realita dilapangan bahwa 
penulis banyak menemui keluhan masyarakat yang merasa 
terganggu akibat hewan ternak yang berkeliaran karena 
menganggu ketertiban umum, bahkan bisa menimbulkan konflik. 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelasakan pada bab 
sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan 
yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Tentang 
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros adalah sebagai 
berikut : 
1. Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa 
Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan 
Ternak belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang 
masih harus diperbaiki. 
2. Adapun indikator yang menyebabkan Implementasi Perda No 12 Tahun 
2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak belum efektif 
adalah sebagai berikut : 
a. Komunikasi, belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan 
sehingga baik aparat pelaksana maupun masyarakat belum 
mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing. 
b. Sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis bahwa sumber 
daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai 
namun belum maksimal dari segi pelaksanaanya. 
c. Disposisi, hal ini berkaitan dengan sikap dan konsistensi 
implementor yang terkesan mengabaikan Perda tersebut. 
Sehingga pelaksanaan upaya penegakan Perda belum continue 
dan berkelanjutan. 
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d. Struktur birokrasi, instansi yang terkait dalam 
mengimplementasikan Perda tentang hewan ternak serta alur dan 
mekanismenya sudah jelas dalam Perda tersebut, namun 
implementor belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan 
tanggung jawabnya. Masih ada tumpang tindih pada wilayah kerja 
masing-masing instansi pelaksana. 
V.2  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat 
direkomendasikan saran-saran sebagai berikut : 
a. Pemerintah Kabupaten Maros melalui instansi yang terkait dengan Perda 
tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai 
dengan isi Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan  
Hewan Ternak tersebut agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang 
melanggar aturan Perda tersebut. 
b. Diharapakan kepada stakeholder untuk menegakan aturan yang berlaku 
karena bagaimanapun aturan berupa Perda sebagai suatu produk hukum 
daerah yang telah ditetapkan harus dijujnjung tinggi dalam pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. 
c. Diharapakan kepada lembaga-lembaga seperti LSM, Ormas, lembaga 
kepemudaan untuk menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Maros 
dalam mengawal dan menegakan aturan yang termuat dalam Perda 
tersebut. 
d. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari Perda No 
12 Tahun 2010 Kabupaten Maros untuk mematuhi dan mengamalkan 
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Perda tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab demi menciptakan 
Kabupaten Maros yang tertib, aman dan tentram. 
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